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TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2000 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATIKAPUAS 

a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Oaerah yang ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah Nomor 4 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah, Tahun Anggaran 2000 maka p·3r11.1 dilakukan 
pe;ubahan Anggaran Daerat1; 

b. bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
dimaksud pada huruf a, per1u ditetapkar. dengan Peraturan Daerah. 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 lt"ntang Pembentukan Daerah 
Tingkat II di Ka!imantan (Lernbarcin Negara Tahun 1959 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1a20); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1935 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambah;m 
Lembaran Negara Nomor 33n), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 
1994 Nomor 62, Tambahan Lemba:-an Negara Nomor 2569); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Paja~ Oaerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 
44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688); 

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3839); 



6. Undang-Undang Nomor 25 T ahun 1999 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, 
Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 1975 Nomor 5); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha 
Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3691); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3692); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan 
Bakar Kendaraan B~rmotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang 
Contoh-contoh dan Cara Penyu~unan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha 
Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang 
Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang 
Penyusunan Pendapatan Daerah Hastt Pajak Bumi dan Bangunan; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang 
Pelaksanaan APBD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang 
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan 
Barang Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1999 tentang 
Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah; 

18. Keputusan Menteri Oalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 
1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan 
Pengendalian Kredit Anggaran; 

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang 
Langkah Pertama Pengsinkronisasian Anggaran Pendapatan dan 
belanja Oaerah dengan Anggaran Pendapatan dan Betanja Negara; 



Memperhatikan 

Menetapkan 

20. Kepdusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 
September 1985 tentang Penyempumaan Bentuk dan Susunan 
Perubahan APBD sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 
Mer,~eri Datam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988; 

21. Kepr.rtusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang 
Pehnjuk Pengelolaan Oaerah Hasil Pajak Bumi dan bangunan; 

22. Keputusan Menteri Dafam Negeri Nomor 903-379 tangga/ 11 April 
1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dafam pelaksanaan APBD 
serta Petunjuk. teknis Tata Usaha Keuangan Daerah; 

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 110 Tahun 1998 
tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Oaerah; 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2000 tentang 
Angqaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000; 

25. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 30/SK/DPRD­
KPS/1 999 tanggal 8 Nopember 1999 tentang Peraturan Tata Tertib 
Dew<'ln Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas; 

1. Surat Edaran Menteri Negera Otonomi Daerah Nomor 
903/074/MN.OTDA tanggal 14 Pebruari 2000, Perihal Kebijakan 
Pengurusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah Tahun 
Anggaran 2000; 

2. Risalah Rapat Paripuma Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai 
Pembahsan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000. 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TENTANG 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2000. 

Pasal 1 

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2000 semuala 
berjumlah Rp. 100.578.312.000,- bertambah sejumlah Rp. 
6.424.824.000,-sehingga menjadi Rp. 107.003.136.000,-

{2) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 semula berjumlah 
100.578.312.000,- bertambah sejumlah Rp. 6.424.824.000,- sehingga 
menjadi Rp. 107.003.136.000,- dengan rincian sebagai berikut: 

a. Befanja Rutin sebefum Perubahan Rp. 78.802.747.000,- berkurang 
Rp. 7.286.S99.000,-. Belanja Rutin setelah Perubahan Rp. 
71.515.848.000,-

b. Belanja Pembangunan sebelum Perubahan Rp. 21.775.565.000,­
bertambah Rp. 13.711.723.000,-. Belanja Pembangunan setelah 
Perubahan Rp. 35.487.288.000,-



Pasal 2 

(1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
dimaksud pada Pasal 1 diatas, sebagaimana Lampiran I Peraturan 
Daerah ini. 

(2) Rincian penamabahan/pengurangan Anggaran Pendapatan dimaksud 
pada pasal 1 ayat 91) diatas, sebagaimana Lampiran II Peraturan 
Daerah ini. 

(3) Rincian penamabahan/pengurangan Anggaran Belanja Rutin 
dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) diatas, sebagaimana Lampiran Ill 
Peraturan Oaerah Jni. 

( 4) Rincian penamabahan/pengurangan Anggaran Belanja 
Pembangunan dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) diatas, sebagaimana 
Lampiran Ill Peraturan Daerah ini. 

Pasal 3 

(1 ) Anggaran Pendapatan Bagian Urusan kas dan Perhitungan Tahun 
anggaran 2000, semula berjumtah Rp. 9.297.932.000,­
bertambah/berkurang sejumlah Rp. - sehingga menjadi Rp. 
9.297.932.000,-

(2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat 
(1) pasal ini dimuat datam Lampiran V Peraturan Daerah ini. 

Pasal 4 

(1) Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Peritungan Tahun 
Anggaran 2000 semuta berjumlah Rp. 9.297.932.000,­
bertambahan/berkurang sejumlah Rp. - sehingga menjadi Rp. 
9.297.932.000,-

(2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) 
pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran VI Peraturan 
Daerah ini. , 

Pasal 5 

Lampiran-lampiran -tersebut pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 



Pasal6 

Peraturan Daerah ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan. 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, rnemerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah mi dengan penempatannya dalam 
Lemabaran Daerah Kabupaten Kapuas. 

Diundangkan di Kuala Kapuas 
Pada tanggal 4 Nopember 2000 

SEKRETARIS OAERAH KABUPATEN KAPUAS 

Cap dtt 

Ors. TOEKIYO A.A, Msc 
Pembina Tingkat I 
NIP. 530 000 898 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS 
TAHUN 2000 NOMOR 44SERI 0 

Oisahkan di Kuala Kapuas 
Pada tangggal 4 Nopember 2000 

BUPAT I KAP U AS 

Cap dtt 

BURHANUDIN ALI 


